
a. bahwa pengelolaan kegiatan pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di

kelurahan dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif,

transparan dan bertanggung jawab.

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan

Prasarana Kelurahan perlu dilakukan pemberdayaan

masyarakat di kelurahan dan menjamin tersedianya sumber

daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan b di atas,. perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I

Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

(Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 122, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
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MEMUTU KAN:

PEDOMANPELAKSANAAN¥EGIATANPEMBANGUNANSARA A

DAN PRASARANA KELrlJRAHAN DAN PEMBERDAY N

MASYARAKATDIKELURAHN

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 4

Nomor 244, Tambahan embaran Negara Republik Indoesia

Nomor 5587) sebagaiman telah diubah beberapa kali terak ir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tenta g

Perubahan Kedua atas U dang-Undang Nomor 43 Tahun 20 4

tentang Pemerintah Da rah (Lembaran Negara Republl'k

Indonesia Tahun 2015 Nokor 58, Tambahan Lembaran Nega a

Republik Indonesia Nomo15679);
3. Peraturan Pemerintah omor 12 Tahun 2017

Pembinaan dan Pengaw san Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Nega a Republik Indonesia Tahun 20 7

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone ia

Nomor 6041); [
4. Peraturan Pemerintah omor 17 Tahun 2018 tentai g

Kecamatan (Lembaran Nel ara Republik Indonesia Tahun 20 8

Nomor 73, Tambahan L mbaran Negara Republik Indone ia

Nomor 6206);

5. Peraturan Presiden Nomo 16 Tahun 2018 tentang Pengada n

Barang/ Jasa Pemerintalh (Lembaran Negara Repub1ik

Indonesia Tahun 2018 Nobor 33);

6. Peraturan Menteri Dalmh Negeri Nomor 130 Tahun 20t8

tentang Kegiatan Pem iangunan Sarana Dan Prasarana

Kelurahan dan Pember ayaan Masyarakat Di Kelurah n

(Berita Negara Republik I donesia Tahun 2018 Nomor 2094);

7. Peraturan Lembaga K bijakan Pengadaan Barang/.Ja a

Pemerintah Nomor 8 Tah m 2018 Tentang Pedoman Swakel

(Berita Negara Republik 11donesia Tahun 2018 Nomor 761);

8. Peraturan Daerah KabuPjten Lombok Barat Nomor 10 Tah

2016 Tentang Pembentu an dan Susunan Perangkat Daer

Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Nomor 10 Tah

2016, Tambahan Lembar n Daerah Kabupaten Lombok B at

Nomor 142);

Menetap n



dan kesejahteraan m syarakat dengan meningkatk

sikap, keterampilan, peril ku, kemampuan, kesadaran, serla

faatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,

n, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah d n

s kebutuhan masyarakat Kelurah n.

ngunan Sarana Prasarana Ling ungan adalah pembangunan fisfk

denga konstruksi sederhana di lingkup ~elurahan dengan berpedoman pa I a

hasil usyawarah Perencanaan Pembangunan sesuai dengan skala priorita .

10.Pemb ngunan Kelurahan adalah upayt peningkatan kualitas hidup d

kehid pan untuk sebesar-besarnya kesej hteraan masyarakat Kelurahan.

11.Pemb Masyarakat Kelurahan adalah upaya mengembangk

9.

rakat di Kelurahan.

adalah dana yang bersumber dari APBD dan DAiU8.

Kelurahan dan pemberdayasarana dan

dukungan pendanaan bagi kelu ahan di Kabupaten untuk kegiat

7.

Kec

6. Kegiat n adalah bagian dari program yary-gdilaksanakan oleh satu atau lebl'h

unit erja pada PD sebagai bagian dad pencapaian sasaran terukur pa i a

suatu program dan terdiri dari sekumJulan tindakan pengerahan Sumbe

daya aik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasjk

perala an dan teknologi, dana, atau kornbinasi dari beberapa atau kesemua

jenis umber daya tersebut sebagai mJsukan (input) untuk menghasilkJn

kelua an (output) dalam bentuk barangj jasa.

lokasi Umum Tambahan yang s lanjutnya disingkat DAUTambah

adalah bagian wilayah d n kecamatan sebagai perangk t5.

4. Keca atan adalah bagian wilayah dari d erah kabupaten yang dipimpin 01 h

adalah Bupati LombokBarat.3.

BAB I

KETENTUANMUM

Pasal 1

Dalam Pe aturan Bupati ini yang dimaksud engan:

1. Daera adalah Kabupaten LombokBarat.

2. Pemer ntah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelengga a

pemer ntahan daerah yang mermmpm pelaksanaan urusan pemerintah n

enjadi kewenangan daerah otono



dari s atu program sesuai dengan bidan . tugasnya.

22. Pejab t Pembuat Komitmen yang selan utnya disebut PPK adalah pejabit

yang diberi kewenangan oleh pen~na Anggaran / Kuasa penggula
Angga an untuk mengambil keputusan fanj atau melakukan tindakan ya g

dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.

Penatausahaan Keuangan embantu adalah pejabat

melak anakan fungsi tata usaha keuang n pada kelurahan.

t Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTKadal

atau beberapa kegiatt pada kelurahan yang melaks

danj a au berdasarkan usulan Kelomp k Masyarakat, dan dilaksanak

iawasi oleh KelompokMasyarakat elaksana Swakelola.

na Anggaran yang selanjutn~a disingkat PA adalah

peme angkewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas

pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

19. Kuas Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat ya

kuasa untuk melaksanakan sebagaian kewenangan

dalam melaksanakan sebag ian tugas dan fungsi

lainny , pimpinan Ormas pelaksana

Masy rakat pelaksana Swakelola.

17. Swak lola Tipe IV adalah

Keme terianj Lembagaj Perangkat

akelola, atau pimpinan KelOmp]k

yang direncanakan 01 h

h penanggung jawab anggar

15. Penye enggara Swakelola adalah Tim yapg dibentuk oleh penanggungjaw

kelom ok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.

16.Kontr k Pengadaan Barang/Uasa melalul Swakelolayang selanjutnya diseb
k Swakelola adalah perjanjian t rtulis antara PAjKPAjPPK deng

tim pelaksana Swakelola Keme terianjLembagajPerangkat

12. Lemb ga Pemberdayaan Masyarakat Keurahan yang selanjutnya disingk

LPM dalah Lembaga atau wadah yang ibentuk atas prakarsa masyarak·

sebag i mitra Pemerintah Kelurahan d Ilam menampung dan mewujudk

aspira i serta kebutuhan masyarakat di idang pembangunan.

pemb rdayaan masyarakat kelurahan.

14. Swak lola adalah cara memperoleh bar1gjjasa yang dikerjakan sendiri 01 lh

Keme terian j Lembaga j Perangkat aerah, Kementerian j Lembaga j

Lain, Organisasi Kemasyarakatan, atau Kelomp k



K.

31. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjunya disingkat SPP adal h

doku en yang diterbitkan oleh pej bat yang bertanggungjawab atls

kegiatarr/bendahara Jlengeluaran untuk mengajuk In

permi taan pembayaran.

32. SPP angsung yang selanjutnya disin kat SPP-LS adalah dokumen ya g

diaju an oleh Bendahara pengeluarab untuk permintaan pembayar n

langs ng kepada pihak ketiga atas dasa, perjanjian kontrak kerja atau surrt
perint h kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerim ,

dan waktu pembayaran te tentu yang dokumennya disiapk n

23. Pejab Pengadaan adalah pejabat admi istrasi/pejabat Iungsionaly personll

yang ertugas melaksanakan pengadaa Langsung, Penunjukan Langsun ,

dania au E-Purchasing.

24. Pejab t Pemeriksa Hasil pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adal

pejab t administrasi Zpejabat fungsional personil yang bertugas memerik a

admin strasi hasil pekerjaan pengadaan 1arang/jasa.
25. Angga an Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBI

adala rencana keuangan tahunan pemlrintahan negara yang disetujui 01

Dewa Perwakilan Rakyat.

26. Angga an Pendapatan dan Belanja Daer h yang selanjutnya disingkat APB

adala rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan deng n

Perat ran Daerah.

27. Reken ng Kas Umum Daerah yang s11anjutnya disingkat RKUD adal h

rekeni g tempat penyimpanan uang d erah yang ditentukan oleh Bup,ti

untuk menampung seluruh penerimaJn daerah dan membayar selunlh

penge uaran daerah pada bank yang ditelapkan.

28. Bend hara Umum Daerah yang Selanj~tnya disingkat BUD adalah

yang ertindak dalam kapasitas sebagai fendahara Umum Daerah.

29. Bend ara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunj k

rna, menyimpan, membay,L.kan, menatausahakan, dt
rtanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dala

pelaksanaan APBDpada Perangk t Daerah.

Perencanaan Pembangu an Kelurahan yang

Musrenbang Kelurahan al alah musyawarah perencana n

ngunan ditingkat kelurahan uniuk mendiskusikan masalah ya

pi masyarakat dan meutuskan p ioritas untuk pembangunan jang a



keluraha dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan bertujuan untuk:

pelaksanaan kegiatan pem angunan saran a dan prasar aPengatur

40. Sisa ebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPAadal h

selisi lebih realisasi penerimaan dan engeluaran anggaran selama sa u

anggaran.

r

BABII

TUJUANDANRRINSIP

Pasal2

SKPD.

36. Surat Perintah Pencairan Dana yang elanjutnya disingkat SP2D adal h

doku digunakan sebagai dasJr pencairan dana yang diterbitkJn

oleh B D berdasarkan SPM.

37. Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang

dising SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendah

penge aran untuk permintaan tambahan uang persediaan

melak anakan kegiatan SKPD yang b~rsifat mendesak dan tidak

digun kan untuk pembayaran langsung tan uang persediaan.

38. Surat Perintah Pembayaran Langsung ang selanjutnya disingkat

adala dokumen yang diajukan ole bendahara pengeluaran

permi taan pembayaran langsung kepad pihak ketiga atas dasar perjanji

jumla , penerimaan, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu y

doku ennya disiapkan oleh PPTK.

a Kebutuhan Barang MilikDaera yang selanjutnya disingkat RKBM

Dokumen Perencanaan Kebutu an Barang Milik Daerah untuk 1

Pencajran Dana atas beban pengeluara Dokumen Pelaksanaan Anggar

elaksanaan oleh PA/KPA.

doku en yang memuat pendapatan

33. Renca a Kerja Anggaran yang selanjutJya disingkat RKA adalah dokUmjn

peren anaan dan pengang~aran yang 1:rrisi rencana. pendapatan, ~encala

belanj program, dan kegiatan serta 11 ncana pembiayaan sebagai daslr

penyu unan APBD.

34. Doku en Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adal h

belanja yang digunakan sebari .

35. Surat Perintah Membayar yang selanjut ya disingkat SPM adalah dokum In

yang igunakan/diterbitkan oleh PA/K it\. untuk penerbitan Surat Perint



e. me yusun detail rencana kebutuhan d n biaya :

2. enetapkan jadwal pelaksanaan swakelola berdasarkan kebutuh
d lam KAK,termasuk jadwal penga aan barang/ jasa yang diperlukan.

d. mer nci jadwal pelaksanaan dengan ke entuan :

1. enetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya pelaksana n
s akelola; darr/ atau

a. mel kukan review atas KAKyaitu men esuaikan KAKperencanaan
Sw kelola dengan anggaran yang tercattum dalam DPA;

b. me yusun persiapan teknis dan penyi pan metode pelaksanaan kegiatan;

c. me yusun daftar I struktur rencana k giatan (work breakdown structu
yan akan dilaksanakan;

(1) Tim pe siapan sebagaimana dimaksud da am Pasal4 mempunyai tugas :

Pasal5

Penanggu gjawab Kelompok masyarakat m netapkan Penyelenggara Swakelo a
yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksa a, dan Tim Pengawas.

Pasal4

(1) Pelak anaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan d n
pemb rdayaan masyarakat di kelurahal melibatkan kelompok masyarak t
dania au organisasi kemasyarakatan.

(2) Pelaks naan Kegiatan untuk Pembangun n Sarana dan Prasarana Kelurah
dilaku an melalui Mekanisme Swakelola riPe IV.

(3) KPA ersama dengan penanggung jawj:b Kelompok Masyarakat membuft
Nota esepahaman untuk Pengadaan me1alui Swakelola Tipe IV. 1,

(4) PPK engan penanggung jawab Kelompok Masyarakat membuat Kontrak
swakeolauntuk kegiatansarana prasarta kelurahan.

(5) Form t Nota Kesepahaman dan Kontralf Swakelola sebagaimana dimaksud
pada yat (3) dan ayat (4) adalah seba~atmana tercantum dalam Lampiran III
dan ampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan d ri
Perat ran Bupati ini,

Pasal3

a. acuan bagi Pemerin t

penggunaan DAU Talbahan maupun anggaran

ber dari APBD;dan

rikan acuan bagi Kelurahan I alam menyelenggarakan kegiat

sarana dan prasaran kelurahan dan pemberdaya

kelurahan yang dibiayai DAU Tambahan maupun anggar

yang ersumber dari APBD.

b.

Daerah dalam membina

•



b. pe gawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetah 1

real sasi fisik meliputi :

1)P ngawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan

g. PP melakukan pembayaran Pelafanaan Swakelola sesuai deng
kes pakatan yang tercantum dalam K ntrak Swakelola dan sesuai deng
ket ntuan dalam peraturan perundan -undangan.

(4)Tim Pe gawas sebagaimana dimaksud dajam Pasal 4 memiliki tugas :

a. veri ikasi administrasi dan dokumenta i serta pelaporan;

f. Kel mpok Masyarakat pelaksana swakelola dilarang
pek rjaan utama kepada pihak lain; d

laporan swakelola dan okumentasi

b. pen ajuan kebutuhan tenaga kerja, saran a prasarana Zperalatan dI
mat rialy bahan sesuai dengan rencan kegiatan;

c. pen gunaan tenaga kerja, sarana prasLana/peralatan dan material/bah
ai dengan jadwal pelaksanaan; I

yusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja (tenaga
is, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana
rana.Zperalatan dan material/bah

(3)Pelaks naan Swakelola memperhatikan k tentuan:

Kyang telah ditetapkan;a. Pel ksanaan kegiatan sesuai dengan

h.men hitung penyediaan kebut tenaga kerja, sara a
pra aranar peralatan dan material/ yang dilaksanakan dengln

adaan melalui penyedia; dan

1. sun dokumen persiapan untuk kebutuhan Pengadaan Barang/ Ja~a
lui penyedia yang dilaksanaka I dengan kontrak terpisah, YJg

mel puti : HPS, rancangan kontrak, da spesifikasi teknis/KAK.

(2) Tim elaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tug s
melak anakan Swakelola sesuai jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiat n
berda arkan kontrak Swakelola yang tela disepakati.

g. me yusun rencana penyerapan biaya ingguan dan biaya bulanan;

f. me yusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulan
dan atau biaya mingguan yang tidak elampaui Pagu Anggaran yang tel
dite apkan dalam dokumen anggaran;

3. P ralatarr/ suku cadang (apabila diPlrlUkan); darr/atau

4. b aya lainnya yang dibutuhkan, contoh : perjalanan, rapat, komunika i,
I

1. g ji tenaga teknis, upah tenaga ke ia (mandor, kepala tukang, tukan )
h nor narasumber, dan honor Tim Penyelenggara Swakelola;

-0-



an kegiatan pembangunan sar,a dan prasarana kelurahan d

aan masyarakat di kelurahan did sarkan pada prinsip-prinsip:

a. yaitu mengutamakan hak dan kepentingan seluruh

Kelur han tanpa membeda-bedakan;

b. Kebut han Prioritas yaitu mendahuluka kepentingan Kelurahan yang leb h

mend sak, lebih dibutuhkan dan berhub ngan langsung dengan kepenting n

sebagi n besar masyarakat Kelurahan;

Pasal7

(2) Baran yang dihasilkan atas kegiatan p mbangunan sarana dan prasara a
kelur an dan pemberdayaan masyara at di kelurahan, yang sebelumn a
tidak ercatat dalam RKBMDTahun An~garan berjalan dicantumkan dala
perub han RKBMDTahun Anggaran berjrlan.

(3) Dal hal pengadaan barang dan jasa rtas kegiatan pembangunan sara a
dan rasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurah n
meng asilkan barang dan bukan di~eruntukkan sebagai barang mil k
daera, lurah menyerahkan barr·ng dimaksud kepada pih k
ketiga masyarakat.

(4) Penye ahan barang sebagaimana dimak ud pada ayat (3) dituangkan dala
Berita Acara Serah Terima sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVy ! g

akan bagian yang tidak terpisahka dari Peraturan Bupati ini.

d. PAj PA meminta PjPHPj PPHP ntuk melakukan pemeriksa n
ad inistrative terhadap barangj jasl· yang akan diserah terimaka ;
dan atau

e. dal m hal barangjjasa hasil peI1jgadaan melalui Swakelola
dihi ahkan kepada Kelompok Masy rakat, maka proses serah teri
ses ai dengan ketentuan perundang-u dangan.

c. PP menyerahkan hasil pekerjaan (te masuk barangj jasa yang berbent
ass t kepada PAjKPA;

b. Pen erahan hasil pekerjaan dan lapo an pelaksanaan pekerjaan
PP setelah dilakukan pemeriksaan 01 h Tim Pengawas; dan

(1) Penye ahan Hasil Pekerjaan Swakelol dilaksanakan dengan ketentu n
sebag i berikut :

a. Pen nggungjawab KelompokMasyarak t menyerahkan hasil pekerjaan d
lap ran pelaksanaan pekerjaan kepa a PPK melalui Berita Acara Ser
Teri a Hasil Pekerjaan;

Pasa16

3) pe gawasan Pengadaan BarangjJasj (jika ada).

c. Pen awasan tertib administrasi keuangan.

ngawasan penggunaan tenaga kerja, sarana prasaranajperalatan d
aterialjbahan; dan

..



(1)Peng naan DAUTambahan maupun a ggaran yang bersumber dari AP D

diprio itaskan untuk membiayai pe1a sanaan program dan kegiatan j i
bidan pembangunan sarana dan pras rana Ke1urahan dan pemberdaya n

masy rakat Ke1urahan.

(2)Pe1ak anaan kegiatan pembangunan sa ana dan prasarana ke1urahan d n

pemb rdayaan masyarakat di ke1urahad sebagaimana dimaksud pada ayi t

at digunakan untuk membiayai e1aksanaan program dan kegiat n

pnon s yang bersifat 1intas bidang.

BABIII
S PENGGUNAANDANAALOKASIWMUMTAMBAHANDANANGGARA

YANGBERSUMBERDARIAPBD

Pasa18

c. Terfok s yaitu mengutamakan pi1ihan p nggunaan DAUTambahan maup

angga an yang bersumber dari APBD plda 3 (tiga) sampai dengan 5 (lim)

jenis egiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasiona1, provin i,

kabup ten dan Ke1urahan, dan tidak 1i1akukan praktik penggunaan DAf

Tamb han maupun anggaran yang bersUrber dari APBDyang dibagi rata; I

d. Partisi atif yaitu mengutamakan prak rsa, kreativitas dan peran serJa

masy rakat Ke1urahan;

e. Swak lola yaitu mengutamakan kemand rian Ke1urahan dalam pe1aksana n

kegiat n pembangunan ke1urahan yan dibiayai DAU Tambahan maup n

angga an yang bersumber dari APBD;

f. Berdi ari yaitu mengutamakan perna faatan DAU Tambahan maup n

angga an yang bersumber dari APBD de gan mendayagunakan sumberda a

han untuk membiayai kegiatan pe ban gunan yang dikelola dari, 01 h

dan ntuk masyarakat ke1urahan s hingga DAU Tambahan maup

angga an yang bersumber dari APBD berputar secara berke1anjutan

wi1ay Ke1urahan dan/ atau kabupaten;

g. Berba is sumber daya ke1urahan yai IU mengutamakan pendayaguna

sumb rdaya manusia dan sumberdaya lam yang ada di Ke1urahan da1a

pe1ak anaan pembangunan yang dibiaya DAUTambahan maupun anggar n

yang ersumber dari APBD;

h. Tipolo i ke1urahan yaitu mempertim angkan keadaan dan kenyata n

karak eristik geografis, sosiologis, an ropologis, ekonomi, dan ekolo

ke1ur han yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemaju

ke1ur



(1) Penga aan, pembangunan, pengemban an dan pemeliharaan sarana d n

prasa ana lingkungan pemukiman sebai aimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat ( ) huruf a, meliputi:

na pengumpulan sampah dan sar na pengolahan sampah;

ur resapan;

gan pengelolaan air limbah domes ik skala pemukiman;

pemadam api ringan;

pa kebakaran portabel;

h. pen rangan lingkungan pemukiman; d ti] atau

e. pen adaan, pembangunan, pengem

pra arana pendidikan dan kebudayaa

dan pemeliharaan sar

Pasal 1

d. pen adaan, pembangunan, angan dan pemeliharaan sara a

pra arana olah raga; darr/ atau

c. pen adaan, pembangunan, pengem angan dan pemeliharaan sara a

eningkatnya kualitas hidup masy

n pembangunan sarana dan rasarana kelurahan sebagaima a

dima sud pada ayat (1), meliputi:

a. pen adaan, pembangunan, pengemba gan dan pemeliharaan sarana d n

pra arana lingkungan pemukiman;

b. pen adaan, pembangunan, pengem angan dan pemeliharaan sara a

kelurahan sebagaimana dimaks I d

k membiayaipelaksanaan prograr
1 dasar yang berdampak langsu g

katan kualitas hidup masyaraka

Pasal 8 ayat (3) diutamakan unt

egiatan di bidang pelayanan sosi

dala

dan

Bagian Kes tu
Bidang Pembanguna Kelurahan

Pasal9

•
-J.J.-

(3)Pelak anaan kegiatan pembangunan sa ana dan prasarana kelurahan d n

pemb rdayaan masyarakat di keluraha sebagaimana dimaksud pada ay t

ayat (2), diharapkan dapat me berikan manfaat sebesar-besarn a

bagi asyarakat kelurahan berupa peni gkatan kualitas hidup, peningkat

kesej hteraan dan penanggulangan kemi kinan serta peningkatan pelayan

publi di tingkat kelurahan.



nan pendidikan anak usia dini;

d. wa ana permainan anak di pendidika anak usia dini; darr/ atau

na prasarana pendidikan dan keb dayaan lainnya.

na olah raga;

na prasarana olah raga lainnya.

(5) Penga aan, pembangunan, pengemb ngan dan pemeliharaan

prasa ana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud

Pasal 9 ayat (2)huruf e, meliputi:

a. ta n bacaan masyarakat;

Bagian Ke ua
Bidang Pemberdayaan Ma yarakat Kelurahan

Pasal 11

(1) Kegiat n pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaks d

dalam Pasal 8 ayat (3), digunakan ntuk peningkatan kapasitas d I

kapab litas masyarakat di kelurahan de gan mendayagunakan potensi d

sumb r daya sendiri.

(2) Kegiat n pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud

pada yat (1),meliputi:

elolaan kegiatan pelayanan keseh tan masyarakat;

elolaan kegiatan pelayanan pendijikan dan kebudayaan;

elolaan kegiatan pengembangan u aha mikro, kecil, dan menengah;

pemukiman;

poros Kelurahan; dan/ atau

c. sar na prasarana transportasi lainnya.

(3) Penga aan, pembangunan, pengemb gan dan pemeliharaan sarana

prasa ana kesehatan sebagaimana dimatSUd dalam Pasal 9 ayat (2) huruf ,

melip ti:

a. ma di, cuci, kakus untuk umum/komrnal;

b. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/ atau

c. sar na prasarana kesehatan lainnya.

(4) Penga aan, pembangunan, ngan dan pemeliharaan sar~a

prasa ana olah raga sebagaimana dima sud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf tl,
melip

i. sar na prasarana lingkungan pemUkiI~.anlainnya.

(2)Penga aan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

prasa ana transportasi sebagaimana di aksud dalam Pasal 9 ayat (2) hur f



dima sud dalam Pasal 11 ayat (2)huruf ,meliputi:

yanan perilaku hidup bersih dan s hat;

arga berencana;

tihan kader kesehatan masyaraka ; dan/ atau

d. keg atan pengelolaan pelayanan kesehs tan masyarakat lainnya.

(2) Penge olaan kegiatan pelayanan pendid kan dan kebudayaan sebagaima a

dima sud dalam Pasal 11 ayat (2)huruf ,meliputi:

a. pen elenggaraan pelatihan kerja;

b. pen elengaraan kursus seni budaya; drn/ atau

c. keg atan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.

(3) Penge olaan kegiatan pengembangan Jsaha mikro, kecil, dan meneng h

sebag imana dimaksud dalam Pasal 11 kat (2)huruf c, meliputi:

a. pen elenggaraan pelatihan usaha; dan atau

pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan meneng]h

(4) Penge olaan kegiatan lembaga kemas arakatan sebagaimana dimaks d

dalam Pasal 11 ayat (2)huruf d, meliputi

a. pel tihan pembinaan Lembaga Kemaslarakatan Kelurahan; dan/ atau

b. keg atan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.

(5)Penge olaan kegiatan keagamaan Sebagail ana dimaksud dalam Pasal 11 ay t

fe, meliputi:

a. pe binaan tilawatil qur'an;

b.pa

c. Lo

d. keg atan pengelolaan kegiatan keagams an lainnya.

(6)Penge olaan kegiatan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pas 1

11 ay t (2)huruf f, meliputi:

masyarakat sebagaim a(1) Penge olaan kegiatan pelayanan

atan kesiapsiagaan masyaraka

kej dian luar biasa lainnya.

1.

elolaan kegiatan ketenteraman,

elolaan kegiatan lembaga kemasy rakatan;

elolaan kegiatan keagamaan;

elolaan kegiatan kepemudaan da olah raga;

elolaan kegiatan lingkungan hidu

etertiban umum, dan perlindungln

dalam menghadapi bencana ser a

Pasal 1



Kegiat n sebagaimana dimaksud dalam Pasal

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

Pasal 1

(1) Penen uan kegiatan pembangunan sar a dan prasarana kelurahan d

pemb rdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pas~l

10 da Pasal 11 dilakukan melalui musYfWarah pembangunan kelurahan. I

(2) Dala hal terdapat penambahan darr/atau perubahan kegiatfl

pemb ngunan sarana dan prasaran kelurahan dan pemberdayaan

rakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukln

musyawarah an tara Lurah dengan lembaga pemberdaYain

rakat kelurahan.

(3) Musy warah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untlf-k

mend patkan kesepakatan penentuat kegiatan tambahan darr/ atdu

perub han.

(4) katan sebagaimana dimaksud p da ayat (3) dibuat dalam bent k

berita acara.

a. pen ediaan layanan informasi tentang encana;

b. pel tihan kesiapsiagaan masyarakat d lam menghadapi bencana;

c. pel tihan tenaga sukarelawanuntuk +nanganan bencana;
d. edu asi manajemen proteksi kebakaran: darr/ atau

e. pen atan kesiapsiagaan masyarakat tang lainnya.

Pasal 1 I

masyarakat dalam menghadapi bencana ser a

kejadi n luar biasa lainnya sebagaiman dimaksud dalam Pasal 11 ayat ( )

(8)

ketenteraman, etertiban umum dan perlindungan

a. pen ediaan layanan informasi tentang ingkungan hidup;

b. pro ram penghijuan lingkungan;

c. kegiatan pembinaan dan pengelolaan ebersihan lingkungan lainnya;

(7) Penge olaan kegiatan ketenteraman, k tertiban umum, dan perlindung n

masy rakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)huruf e, melipu i:

a. pen adaarr/ penyelenggaraan pos kea lanan kelurahan;

b. pen atan dan peningkatan tenaga keamanan/ketertib n

Kel rahan; dan/ atau



(1)

BABV

PUBLIKAfI

paSallj

pembangunan sa ana dan prasarana kelurahan d

pemb rdayaan masyarakat di kelurahan di bidang pembangunan kelurah

dan emberdayaan masyarakat kelural an sebagaimana dimaksud dala

10 dan Pasal 11 wajib dipubli asikan oleh

masyarakat kelurahan di rang publik yang dapat diaks s

masy rakat kelurahan.

(2) Dala hal kelurahan tidak mempubliklsikan penggunaan DAUTambah

maup n anggaran yang bersumber dari APBDdi ruang publik sebagaima

sud pada ayat (1), Pemerintah Dae ah memberikan sanksi administr si

berup teguran lisan dan/ atau teguran t~rtulis.

(3) Dala hal sanksi administrasi sebagaiil ana dimaksud pada ayat (2) tidlk

nakan, dilakukan tindakan ber pa penundaan peneairan anggar n

DAU ambahan maupun anggaran y ng bersumber dari APBD sampai

dipublikasikannya pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dL

Pasal 14, keeamatan menyusun reneani. kerja dan anggaran sesuai dengan

sumb r pendanaan masing-masing kegiaran.

(2) Rene a Kerja dan Anggaran Keeamatab. sebagaimana dimaksud pada ay

(1), di usun oleh camat atas usul 1ur4 selaku Kuasa PenggunaAnggar
sesua dengan ketentuan peraturan perurdang-undangan.

(3) Angg an Kegiatan sebagaimana dimaItsud pada ayat (2), masing-masi

gkan pada reneana kegiatan dan anggaran tersendiri.

(1)

Pasal 1

pereneanaan da rah sebagaimana dimaksud dal

BABIV
PENGANGGJRAN

paSal151

(1) Pemer ntah Daerah mengalokasikan ang~aran dalam APBDkabupaten unt

pemb ngunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdaya

akat di Kelurahan.

(2) Aloka i anggaran dimasukan ke dal~ dokumen pel~ksanaan anggar ~

keea atan pada bagian anggaran kel rahan untuk dimanfaatkan sesu 1

ketentuan peraturan perundang- ndangan.



Pasal 1

pelaksanaan kegiatan pembangu an sarana dan prasarana kelurah n

erdayaan masyarakat di kelur han dilaksanakan secara terpa

dengan p rencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.

BABVII

PELAKSANAANA GGARAN

Pasa12 I
(1) Bupat menetapkan Lurah selaku Ituasa pengguna anggaran unt k

melak anakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan d n

pemb rdayaan masyarakat di kelurahan.!

(2) Lurah selaku kuasa pengguna anggaran rebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menu juk pejabat penatausahaan k uangan pembantu dan PPTK i

pembangunan sarana d

masyarakat di kelurah

anggaran pelaksanaan

kelurahan dan pemberd

dilaks nakan dengan komposisi :

progam dan kegiatan b dang pembangunan sarana dan

kelurahan sekurang-kurahgnya sebesar 60% (enam pulJh

dari DAU Tambahan maUPlln anggaran yang bersumber da[1i

.. progam dan kegiatan bidan] pemberdayaan masyarakat adalah

dari Anggaran progam dan kegiatln bidang pembangunan sarana dab

pra arana kelurahan dari DAU T11mbahan maupun anggaran ya g

(2)

(1) pelaksanaan kegiatan pemrangunan saran a dan prasara a

an dan pemberdayaan masyar kat di kelurahan sesuai deng

perencanaan pembangunan kelurahan yang dilaksanak

berda arkan kewenangan kelurahan.

BABVI

MEKANISMEPENETA N PRIORITAS

PENGGU AANDAUTAMBAHANMAUPUNA GGARANYANGBERSUMBERDA I
APBD

Pasal 18

masyarakat di kelurahan kepa aprasar na kelurahan dan pemberdaya

masya akat kelurahan.



a. melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan;

(2) Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas :

(1)Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan

dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dapat dibentuk Tim Koordinasi

Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal22

(3)KPAdapat dibantu oleh pengelola Pengadaan Barang/ Jasa.

(4) Dalam hal tidak ada personil yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPAdapat

merangkap sebagai PPK.

a. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam Batasan anggaran

belanja yang telah ditetapkan

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;

dan zatau

(2)KPAdapat menugaskan PPKuntuk melaksanakan kewenangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terkait dengan :

(1) KPA dalam pengadaan Barang/Uasa melaksanakan pendelegasian sesuai

dengan pelimpahan dari PA.

Pasal21

(3) Bupati menetapkan bendahara pengeluaran pembantu di kelurahan

berdasarkan usulan lurah selaku kuasa pengguna anggaran melalui BUD.

(4) Dalam hal di kelurahan belum tersedia aparatur sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Bupati dapat menetapkan pejabat lain

yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(5) Camat selaku PAmenetapkan :
a. PPK dan PjPHP untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kelurahan; dan

b. PPK, Pejabat Pengadaan, dan PjPHP untuk kegiatan pemberdayaan

masyarakat di Kelurahan.

(6) Dalam hal di Kecamatan belurn/ tidak tersedia pejabat pengadaan dan PjPHP

sebagaimana dimaksud pada ayat (4),Camat melalui Sekretaris Daerah dapat

meminta kepada Kepala Perangkat Daerah lainnya untuk menetapkan

pejabat yang dimaksud.

(7) Kepala Perangkat Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah.



c. melakukan verifikasi SPP;

a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa disampaikan

oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu diketahuij disetujui oleh PPTK;

b. meneliti kelengkapan SPP-Tu yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran

Pembantu;

(4) Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)bertugas:

(3) PjPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan

Barangj Pekerjaan Konstruksij Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai

paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

banyakpalingd.melaksanakan E-purchasing yang bernilai

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk

pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak

Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;

b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk

pengadaan BarangjPekerjaan KonstruksijJasa lainnya yang bemilai

paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

d. menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA.

(2)Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barangj Jasa bertugas :

b. menyusun rancangan kontrak swakelola;

c. menerima hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan; dan

a. melakukan koordinasi persiapan kegiatan swakelola;

(1)KPAuntuk Kegiatan Swakelola Tipe IVbertugas :

Pasa123

e. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.

b. memberikan bimbingan teknis yang mencakup perencanaan, pelaksanaan

dan penyusunan pertanggungjawaban kegiatan;

c. melakukan verifikasi usulan kegiatan, Rencana Anggaran dan Biaya (RAB),

keuangan danj atau penganggaran;

d. melakukan publikasi; dan

~ .1.0~



BABVIII
PENATAUSAHAANDANPERTANGGUNGJAWABAN

Pasa126

(1) Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan

pemberdayaan masyarakat di Kelurahan menggunakan mekanisme

tambah an uang dan mekanisme langsung sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Pada saat anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan

dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang berasal dari APBN

diterima di RKUD, PPKD melakukan pencatatan kas di kas daerah dan

pendapatan DAUTambahan maupun anggaran yang bersumber dari APBD

Laporan Realisasi Anggaran.

(3) Pelaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana

kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilaksanakan oleh

kecamatan selaku pengguna aggaran.

(4) Pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan pembangunan sarana

dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan

berdasarkan laporan pertanggungjawaban tambahan uang dan laporan

pertanggungjawaban fungsional.

(5) Sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan

pemberdayaan masyarakat di kelurahan, yang berada di RKUD maupun

rekening kelurahan menjadi SiLPAyang akan diperhitungkan pada alokasi

untuk kegiatan tahun anggaran selanjutnya.

Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana

Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan

jasa.

Pasa125

Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana

lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dapat melibatkan

kelompok masyarakat darr/ atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal24

e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan.

d. menyiapkan SPM;dan



(5) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

untuk:

a. semester I disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Juli; dan

b. semester II disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Januari

tahun berikutnya.

(6) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana

dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan

kepada bupati melalui camat dengan tembusan perangkat daerah yang

menangani pemerintahan, perencanaan daerah, pengelolaan keuangan

daerah dan fungsi pengawasan;

(7) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana

dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan

kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

mi.

(1) Pejabat penatausahaan keuangan pembantu di kelurahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dalam melaksanakan pertanggungjawaban

kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan

masyarakat di kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas

laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran

pembantu kepada KPA.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi:

a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan

keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;

b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang

tercan tum dalam ringkasan per rincian 0bjek;

c. menghitung pengenaan Pajak Pertambahan NilaijPajak Penghasilan atas

beban pengeluaran per rincian objek; dan

d. menguji kebenaran sesuai dengan SPMdan SP2D yang diterbitkan periode

sebelumnya.

(3) Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana

kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang bersumber dari

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disampaikan kepada

camat dan BUDsetiap semester.

(4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

Pasal27

-L..U-



BABX

PARTISIPASIMASYARAKAT

Pasal 30

Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan pelaksanaan

kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan

masyarakat di kelurahan yang akuntabel dan transparan dengan cara:

a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan DAU

Tambahan maupun anggaran yang bersumber dari APBD;

b. melakukan pendampingan kepada kelurahan dalam menetapkan

pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan

pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai ketentuan peraturan

perundang- undangan.

Pasal29

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan dalam

bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan

pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh

pemerintah pusat dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilakukan dalam

bentuk reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan

pembangunan saran a dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan

masyarakat di kelurahan dengan membentuk tim.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya

dibantu oleh inspektorat kabupaten.

Pasal 28

BABIX

PEMBINAANDANPENGAWASAN



BERITA DAERA KABUPATENLOMBOKBARATTAHUN2019 NOMOR a-/b C

FIQ

KHALID'( H. FAUZ
Diundangkan di Gerung
pada tanggal \ '? '}1~ 9-D l'

SEKRETARIS DAERAH
\ KABUPATENLOMBOKBARATr

Ditetapkan di Gerung
~ada tanggal \') Suit .o..e>~.
fBUPATI LOMBOKBARAT,r

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

KETENTUANPENUTUP

Pasal31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

..
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Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, PARAPIHAK selanjutnya
menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota
kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat­
syarat sebagai berikut :

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana terse but diatas dengan ini menerangkan
terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :
• PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja Kelurahan untuk tahttri

anggaran merencanakan kegiatan swakelola dengan pihak kedua.
• PIHAK KEDUA adalah Kelompok Masyarakat yang memiliki kompetensi

dalam dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa
melalui swakelola.

• PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK
KEDUAsebagai Pelaksana Swakelola Tipe IV.

• Bahwa PARAPIHAKdalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan
kegiatan swakelola Tipe IV sesuai Rencana Kerja Kelurahan.

PIHAKPERTAMAdan PIHAKKEDUAsecara Bersama-sama disebut sebagai PARAPIHAK

Selanjutnya disebut sebagai PIHAKKEDUA

2. Nama
Pimpinan Kelompok Masyarakat
SK (Penetapan Pokmas) NoZtanggal
NIK
Alamat Kantor

Selanjutnya disebut sebagai PIHAKPERTAMA

1. Nama
Lurah
SKJabatan NoZtanggal (selaku
PA/KPA
NIP
Alamat Kantor

Pada hari ini , tanggal yang bertanda tangan dibawah ini :

Penanggung jawab Kelompok Masyarakat (Selaku Pelaksana Swakelola)

dan

Lurah (Selaku penanggung jawab anggaran)

NOTAKESEPAHAMANPENGADAANMELALUISWAKELOLA
ANTARA

: Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Mayarakat di Kelurahan

Tentang

Tahun 2019Nomor:

Lampiran II : Peraturan Bupati Lombok Barat



PIHAKKEDUA,PIHAKPERTAMA,

Demikian Nota kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani
oleh PARAPIHAKdalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan,
pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak
di tanda tangani.

Pasal5
1. Nota kesepahaman ini berlaku untukjangka waktu ( ) bulanjtahun, terhitung
mulai sejak Nota kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk
jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARAPIHAK,sebelum atau setelah Nota
kesepahaman ini berakhir.

2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas
tidak segera ditindak lanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota
kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota kesepahaman saling menguntungkan
ini batal dan j atau berakhir.

Pasal4
Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota kesepahaman ini akan ditanggung masing­
masing oleh PARAPIHAK.

Pasal3
Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada Pasa 2 diatas, PARA PIHAK
menindaklanjuti dengan membuat KontrakjPerjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanggungjawab anggaran dari pihak pertama
dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe IVKelompokMasyarakat dari pihak kedua,
yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK
penanggung jawab anggaran dan Ketua Tim pelaksana Swakelola Tipe IV Kelompok
Masyarakat dari pihak kedua.

Pasal2
Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota kesepahaman ini adalah sebagai
berikut:
1 .
2 .

Pasal1
Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama
yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang
dimiliki masing-masing pihak dalam rangka .



MAKAOLEH KARENAITU, PPK dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan
menyetujui hal-hal sebagai berikut :
1. "total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk harga lain yang sah adalah sebesar
Rp ( rupiah)";

2. peristilahan dan uangkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang
sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Kontrak ini :
a. addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
b. pokok perjanjian
c. proposal (apabila ada); atau
d. dokumen lain yang terkait.

MENGINGATBAHWA:
a. PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang sebagaimana

diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam kontrak ini;
b. Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian

propesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk
menyediakan barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

c. PPK dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk
menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

d. PPKdan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan
penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :

1) te1ah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneiliti secara patut;
3) te1ah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; dan
4) te1ah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan

mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan
kondisi yang terkait.

(nama Pimpinan kelompok Masyarakat), yang berkedudukan di
(alamat), berdasarkan kartu identitas No (NIK)berdasarkan Surat

Keputusan (penetapan sebagai Pimpinan Kelompok Masyarakat) No _
(no SKpenetapan), selanjutnya disebut "pelaksana Swakelola".

l.untuk Swakelola Tipe IV,maka :

KONTRAKSWAKELOLAini berikut semua lampiran (selanjutnya disebut "Kontrak"
dibuat dan ditandatangani di pada hari tanggal bulan
___ tahun (tanggal, bulan, dan tahun diisi dengan huruf) antara
(nama Pejabat Pembuat Komitmen), se1aku Pejabat pembuat Komitmen, yang bertindak
untuk dan atas nama (nama satuan kerja Pejabat pembuat Komitmen), yang
berkedudukan di (alamat Pejabat pembuat Komitmen), berdasarkan Surat
Keputusan (Pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PPK) NO__
(NoSKpenetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen), se1anjutnya disebut "PPK"dan

Nomor: _

Untuk melaksanakan Swakelola
Pengadaan (nama BarangjJasa

KONTRAKSWAKELOLA

Lampiran III : Peraturan Bupati Lombok Barat
Nomor: Tahun 2019
Tentang : Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kelurahan dan Pemberdayaan Mayarakat di Ke1urahan
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OMBOKBARAT,f

(nama lengkap)
(jabatan)

(nama lengkap)
(jabatan)

(tanda tangan dan cap (jika salinan asli
ini untuk satuan kerja PPKmaka
rekatkan materai Rp. 6.000,-)

(tanda tangan dan cap (jika salinan asli
ini un tuk Pelaksana Swakelola maka

rekatkan materai Rp. 6.000,-)

Untuk dan atas nama Pelaksana
Swakelola

Untuk dan atas nama _
PPK

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk
menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan
Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik
Indonesia.

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi
pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen denganketentuandalam
dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih
tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;

5. Hak dan kewajiban timbal balik PPK dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam
Kontrak yang meliputi khususnya :
a. PPKmempunyai hak dan kewajiban untuk :

1) mengawasi dan memeriksa pekerj aan yang dilaksanakan oleh Pelaksana
Swakelola;

2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh
Pelaksana Swakelola;

3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh
Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan
kontrak; dan

4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang
telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola.

b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk :
1)menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang
telah ditentukan dalam Kontrak;

2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk
kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;

3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada PPK;
4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan
pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan
pelaksanaan yang dilakukan PPK;

6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang
telah ditetapkan dalam Kontrak; dan

7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi
lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada
masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.

6. "Pembayaran dilakukan berdasarkan [terminybulananysekaligus, yang diatur sesuai
dengan kesepakatan), sebesar Rp dengan cara (transfer/tunai]":
dan

7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.
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PIHAKKEDUA,
Penerima

PIHAKPERTAMA,
Lurah .

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan
kesepakatan Bersama, untuk dapat diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Dan Barang tersebut menjadi tanggungjawab oleh PIHAKKEDUA.

KeteranganNilai (Rp)JumlahNama BarangIII
Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK
KEDUAberupa barang dengan spesifikasi sebagai berikut :

Dalam halini bertindak untuk dan atas nama yag selanjutnya disebut
sebagai PIHAKKEDUA.

II. Nama
Jabatan
Alamat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ke1urahan , yang selanjutnya
disebut sebagai PIHAKPERTAMA.

I.Nama
J abatan : Lurah .
Alamat

Pada hari ini, , tanggal Bulan Tahun Bertempat di
Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Lombok Barat yang bertanda
tangan di bawah ini :

BERITAACARASERAHTERIMA
No .

KOPSURATKELURAHAN

Lampiran IV : Peraturan Bupati Lombok Barat
Nomor: Tahun 2019
Tentang : Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kelurahan dan Pemberdayaan Mayarakat di Kelurahan



Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

I. Latar Belakang

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6206);.

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan

Masyarakat Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 2094);

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8

Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Lombok Barat (Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2016, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142).

II. Maksud dan Tujuan

Memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang

Kecamatan, Pasal 30 ayat (3), menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan

Kabag Hukum dan Perundang-Undangan
Asisten Bidang Pemerintahan dan Aparatur
Kabag Administrasi Pemerintahan
Senin, 23 Zulqaidah 1440H 126 Juli 2019
t701&21A-tJ..m . fflffJ /\)\\ IPO IJ
Penting
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan Masyarakat
di kelurahan.

NOTA DINAS
Kepada Yth
Tembusan Yth
Dari
Hari 1 tang gal
Nomor
Sifat
Perihal

JI. Soekarno Hatta Giri Menang - Gerung Telp. (0370) 681311,
Fax (0370) 640655, 681674 Kode Pos 83363
Homepage : http://www.lombokbarat.go.id

E-Mail: pemerintahan_s~tda@lombokbarat.go.id

PEMERINTAH'KABUPATEN LOMBOK BARAT

SEKRETARIAT DAERAH



H. S.Sos.MM
Pembin Tk. I (IV/b)

NIP. 19631231 198503 1 212

KABAG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN,£
SETDA KABUPATEN LOMBOK BARAT /"

IV. PENUTUP

Dalam rangka terpenuhinya maksud dan tujuan serta manfaat Peraturan Bupati

Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan diharapkan untuk segera di

tindak lanjuti.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan untuk maklum, sebagai bahan pertimbangan

Bapak.

III.Manfaat Hasil Peraturan Bupati Lombok Barat :

1. Tersedianya aturan pelaksanaan yang jelas bagi pelaksanaan kegiatan

pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di

kelurahan.

2. Tersedianya Sumber Daya Aparatur kecamatan dan kelurahan dalam pelaksanaan

kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan

masyarakat di kelurahan.

3. Terlaksananya amanat yang termuat dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17

Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130

Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan

masyarakat di Kelurahan, Lurah berkedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran,

dan pada ayat (4) menyatakan bahwa Lurah dalam melaksanakan anggaran untuk

pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjuk pejabat penatausahaan keuangan

kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta

melaksanakan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.


